
WALIKOTA PEIIANBARU

PROVINSI RIAU

PERATI'RAIT WALIKOTA PEXAN BARU

ICOMORS1 TAJrIIIC 2021

TENTAITG

PERUBAHAN ATAS PERATI'RAIT WALIKOTA PEI(AITBARU

NOMOR 94 TAHUI| 2016 TEIITAI{G XEDITDITKAII, SUSUITIAII ORGAIIISASI,

TUGAS DAIY FUITGSI SERTA TATA XER.'A DII{AS PEXER^'AAIT UIITM
DAI| PEI{ATAAIT RUAIYG KGTTA PEKAIYBARU

DENGAN RAHMAT TT'HAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKAISBARU,

Menimbang: a.

h

c

bahwa dalam Pasa-l 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan Kedudukan,

Susunan Organisasi, T\.rgas dan Fungsi serta Tata Keq'a

Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah;

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1O6 tahun

2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah

Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijadikan sebagai

pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah

daerah kabupaten / kota dalam menetapkan susunan

organisasi yang melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang Peke{aan Umum dan Penataan Ruang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan

Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Perubahan Atas

?)



Mengingat: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peke4'aan Umum dan

Penataan Ruang Kota Pekanbaru;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (t embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke{a

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor

245, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor I 8 Tahun 20 16 tentang

Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

64021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerl'aan

Umum Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8

Nomor 1539);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor

9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (lembaran Daerah Kota

Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

:PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAIIAIY ATAS

PERATURAIT WALII(OTA ITOMOR 94 TAHT'I{ 2016 TEI{TANG

KEDI DITXAN, SUStntAil ORGAITISASI, TUGAS DAN I'UNGSI

SERTA TATA KER^'A DINAS PEKER^'AAI{ UMUM DAr{

PENATAAIY RUAITG XOTA PEI(ATBARU.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 19

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta

Tata Ke{a Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota
Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 94), diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:
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1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Pekanbaru terdiri dari:

a. Kepala Dinas.

b. S ekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum.

2. Sub Bagran Keuangan.

3. Sub Bagran Program.

c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:

l. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air.

2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air.

3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

d. Bidang Bina Marga, membawahi:

1. Seksi Perencanaan Bina Marga.

2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.

3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

e. Bidang Cipta Karya, membawahi:

l. Seksi Perencanaan Cipta Karya.

2. Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung.

3. Seksi Penataan Bangunan.

f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi:

1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi.

2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.

3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.

g. Bidang Tata Ruang, membawahi:

l. Seksi Perencanaan Tata Ruang.

2. Seksi Pemanfaatan Ruang.

3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

h. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, membawahi:

1. Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

2. Seksi Air Minum.

3. Seksi Penyehatal Lingkungan.

i. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
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bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 21

(1) Bidang Cipta Karya, terdiri dari:

a. Seksi Perencanaan Cipta Karya.

b. Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung.

c. Seksi Penataan Bangunan.

3. Ketentuan Paragral 2 Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung

Pasal 23

(1) Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung mempunyai tugas merencanakan

dan memfasilitasi pelaksanaan progr.rm keq'a Seksi Pemeliharaan

Bangunan Gedung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(21 Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung dalam melal<sanakan tugas

sebagaimana dimalsud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program kery'a Seksi Pemeliharaan Bangunan

Gedung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan serta

pengendalian dan pengawasan pemeliharaan bangunan gedung;

c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemeliharaan bangunan gedung

sesuai dengan petunjuk teknis pengembangan Cipta Karya yang telah

ditetapkan;

d. pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Keda (SMK3);

e. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan inventarisasi

permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Seksi

Pemeliharaan Bangunal Gedung serta penyiapan bahan-bahan

untuk pemecahan masalah;

f. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi

Pemeliharaan Bangunan Gedung sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan

efektif dan efisien;
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pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan

dalam pelaksanaan tugas;

pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Seksi

Pemeliharaan Bangunan Gedung dengan cara membandingkan

antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja

di masa yang akan datang;dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 35

1) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas

menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi air
minum dan penyehatan lingkungan meliputi perencanaan air minum dan

penyehatan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunzrn rencana operasional program keda Bidang Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan (AMPL) berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan

Air Minum (SPAM) dan sistem air limbah domestik di kota;

c. penyiapan bahan penyusun€rn data, informasi, dal peraturan

perundang-undangan sebagai bahan penyusunan perencanaan

kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);

d. penyiapan bahan perencanaan dan pengendalian di Bidang Air Minum

dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);

e. penyiapan bahan pelaksanaan program ke{a Bidang Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan (AMPL) berdasarkan ketentuan peraturan

h

I

6



f

perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);

penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program

kegiatan di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);

penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemmusan kegiatan di

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) sesuai dengan

program yang telah ditetapkan;

penyiapan bahan penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis

dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan

yang terjadi pada perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi,

dal pemeliharaan;

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan invetarisasi

permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan

program Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);

pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Air

Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang ditetapkan egar tugas yang diberikan dapat

beqjalan efektif dan efisien;

pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di

lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Air Minum

dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dengan cara membandingkan

antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di

masa yang akan datang;dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.

h

I

J

k

I

m

n

5. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga berbunl sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:

a. Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

b. Seksi Air Minum.
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6. Ketentuan Paragraf I Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Perencanaan Air Minum Pemeliharaan Lingkungan

Pasal 37

l) Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai

tugas merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan program kerja Seksi

Perencanaan Air Minum Penyehatan Lingkungan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2l Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program ke{a Seksi Perencanaal Air Minum

dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan data, informasi, dan peraturan

perundang-undangan sebagai bahan penyusunan Perencanaan Air

Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);

c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan/pemmusan program kegiatan

dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan sistem air limbah domestik

di kota;

d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perenc€rnaan Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan (AMPL) ;

e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan perencanaan dan pendataan bidang Air

Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);

f. pelaksanaan fasilitasi dan sinkronisasi program-program Air Minum

dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);

g. pelaksanaan fasilitasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan perencana€rn dan pendataan kegiatan Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun be{alan;

8

c. Seksi Penyehatan Lingkungan.

(21 Ssksi ssfagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.



h pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan perumusan petunjuk teknis

kegiatan perencanaan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

(AMPL);

pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan perumusan pemberian saran,

perLimbangan dan bimbingan dalam rangka perencana€rn Bidang Air

Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);

pelaksanaan fasilitasi inventarisasi permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan perencanazrn teknis Bidang Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan (AMPL) serta penyiapan bahan-bahan untuk
pemecahan masalah;

pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi

Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang

diberikan dapat beq'alan efektif dan efisien;

pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di

lingkungan Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

(AMPL) sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak

tedadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

pelaksanaan eva-luasi tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dengan cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang

telah dilaksanakan seb"gai bahan laporan kegiatan dan perbaikan

kinerja di masa yang akan datang;dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.

I

J

k

m

n

7. Ketentuan Paragral 2 Pasal 38 diubah, sehingga berbunl sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Air Minum

Pasal 38

1) Seksi Air Minum mempunyai tugas merencanakan dan memfasilitasi
pelaksanaan program kerja Seksi Air Minum berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2l Seksi Air minum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) menyelenggarakan fungsi:

9



perencanaan kegiatan program kerja Seksi Air Minum berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan fasilitasi penyiapan data, informasi, dan peraturan

perundang-undangan sebagai bahan penl'usunan kegiatan Air Minum;

pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan perumusan usulan dalam

rangka pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM) di kota;

pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan perumusan pelaksanaan

pembinaan serta pengaturan kegiatan air minum yang dilalsanakan

oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat;

pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan perumusan petunjuk teknis

kegiatan air minum;

pelaksanaan fasilitasi pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan

air minum;

pelaksanaan fasilitasi inventarisasi permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan urusan air minum serta penyiapan bahan-bahan

untuk pemecahaan masalah;

pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Air Minum

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas

yang diberikan dapat be{alaa efektif dan efisien;

pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di

lingkungan Seksi Air Minum sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlatu agar tidak teqiadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Seksi Air Minum

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan

tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan

dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.

8. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

a

b

C

f

d

e

h

I

J

k
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Paragraf 3

Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 39

1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merencanakan dan

memfasilitasi pelaksanaan program kerja Seksi Penyehatan Lingkungan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2l Seksi Penyehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggaralan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program kerja Seksi Penyehatan Lingkungan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan data, informasi, dan peraturan

perundang-undangan sebagai bahan penyusunan kegiatan penyehatan

lingkungan;

c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan perumusan usulan dalam

rangka pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di

kota;

d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan perumusan pelaksanaan

pembinaan serta pengaturan kegiatan penyehatan lingkungan yang

dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat;

e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan perumusan petunjuk teknis

kegiatan penyehatan lingkungan;

f. pelaksanaan fasilitasi pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan

penyehatan lingkungan;

g. pelaksanaan fasilitasi inventarisasi permasalahan-permasa-lahan yang

berhubungan dengan sub urusan penyehatan lingkungan serta

penyiapan bahan-bahan untuk pemecahaan masalah;

h. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi

Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan

efrsien;

i. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di

lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan sesuai dengan peraturan

dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;

j. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyehatan

Lingkungan dengan cara membandingkan antara renczrna operasional
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dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 10 Februari 202 1

WALIKOTA PEXAIYBARU,

ttd.
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 
1o Februari 2o2 1

SEI{RETARIS DAERAII KCTTA PEXAITBARU,

ttd.
MUHAMMAD.'AMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 202r NOMOR 31
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HT'KUM

HELMI
NrP. 19691226 2o,oo09 I 006

k

72
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Diundangkan di Pekanbaru

BilX'trtr?' 69\ fl RhH Tb?t'?iE KANBARU,
Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM.

HELMI
NrP. 19691226 200009 1 001

: PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
: 31 TAHUN 2021
: 10 FEBRUARI 2021

qIALIKOTA PEKAITBARU,

ttd.

I TPIRAN
NOMOR
TANGGAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU

nd.

MUHAMMADJAMIL
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARIJ TAHUN 2O2O NOMOR

KEPALA SEKSI

PERENCANAAN SDA

KEPALA 5EX5I

PELAKSANAAN

5DA

KEPAIA SE|(5I

OPIRASIDAN
PEMEUHARAAiI

5DA

KEPALA DINAS

SE(RETARIS

]ABATAN
FUNGSIONAI"

XASUBBAG IGUAI\IGAN KASUBBAG PROGRAM

rcPAIA BIOAIIG rcPALAEIOANG
rAsa t(oNsTRU(5t

XEPALA EIDANG
IATA RUANG

XEPAI.A BIDANG

SINAMARGA
KTPAI.AEIOANG

SUM8CR DAYA AIR

rcPALA SEXSI

EINA MARGA

KIPA|A Srrjr
PENGATURAI\I JASA

(ONSTRU(SI

KEPAIA SEISI
PEREIICANAAN TATA

RUANG

KEPATA SEKSI

NUANG

KEPATA gErcI

KONSTRUKSI

KTPAIA SEI(SI

PEiIGCNOAIJAN

RUANG

UPT

PENGELOLAAN

AIR TIMBAH

IGPALA 5EXSI

PERCNCANAAI!

I(EPALASEKSI

PEMETIHARAAN

AANGUNAN

GEOUNG

rcPALA5EI(sI

BAN6UNAN

XEPALA 5EX5I

PTRENCANAAN AIR

PENYEHATAN

Ut{Gt(uNGAfl

KEPALA S[K5I

(EPALA SEKSI

LINGXIJNGAiI

IGPAI.A SEXSI

PEMAATGUiIAN
JALAN DAN
IEMBATAN

IGPAIA SEKsI

PRESERVASIJAIAN

OAN JTMSATAN

31 FIRDAUS

YdsUBEAG UMUM

rcPA.A SE|(5I

PCMAEROAYAAN

JA5A
KONSTRUXSI


